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ABSTRAK : - Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan produk 

hukum daerah dilaksanakan sesuai dengan metode dan prosedur yang 
pasti, baku, dan terencana agar tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan ini 
mengatur proses pembentukan produk hukum daerah secara 
sistematis, terpadu, dan terkoordinasi mulai dari tahap perencanaan 
hingga penyebarluasan produk hukum, sehingga sesuai dengan 
perkembangan hukum, pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat.  
Peraturan ini juga bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi 
dalam pembentukan produk hukum daerah dengan menetapkan 
regulasi yang mengatur mekanisme yang jelas dan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah, peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah 
Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2012, dianggap tidak lagi relevan. 
Oleh karena itu, peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya 
untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 
administrasi pemerintahan daerah. 

 
- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana 

diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 59 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 
2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 

 
- Peraturan Daerah ini merupakan regulasi yang bertujuan untuk 

menciptakan kepastian hukum, tertib administrasi, dan efektivitas 
dalam pembentukan produk hukum di Kabupaten Ngawi. Peraturan ini 
mengatur secara terperinci prosedur dan mekanisme pembentukan 
peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati agar sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 
penerapan prinsip-prinsip perencanaan, sistematis, dan terpadu, 
peraturan ini memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan 
tidak hanya relevan dengan kebutuhan daerah, tetapi juga selaras 
dengan norma hukum nasional yang lebih tinggi. 

 
CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 

Desember 2016 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2016. 
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kab. Ngawi No 17 Tahun 2012 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
- Penjelasan 11 hlm. 

 


